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Abstrak
 

Pada awalnya leasing merupakan kegiatan pembiayaan perusahaan untuk penyediaan barang modal, namun

dalam perkembangannya dapat juga diberikan kepada individu dengan peruntukan barang yang belum tentu

untuk kegiatan usaha misalnya mobil, motor. Hal tersebut dikarenakan belum ada pegaturan yang jelas dan

rinci mengenai apa yang dimaksud barang modal dalam leasing. Kegiatan leasing pada PT. Federal

International Finance dituangkan dalam suatu Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dalam perjanjian tersebut

terdapat pencantuman klausula-klausula baku yang dirasa memberatkan konsumen antara lain mengenai

pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, pemberian kuasa kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan

sepihak, mengatur pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa, mengurangi manfaat

jasa atau harta kekayaan konsumen, menyatakan tunduknya konsumen kepada aturan baru dan/atau

tambahan, pemberian kuasa kepada pelaku usaha untuk melakukan pembebanan hak atas barang yang dibeli

konsumen secara angsuran bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen yang membatasi pencantuman klausula baku dalam perjanjian

mengenai isi, bentuk dan letaknya. Upaya hukum bagi konsumen apabila menemukan  hal tersebut

berdasarkan UUPK ada dua yaitu: penyelesaian melalui pengadilan atau penyelesaian di luar pengadilan.

Dan akibat hukumnya apabila terdapat klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK , maka

klausula baku tersebut batal demi hukum. Hingga saat ini pencantuman klausula baku yang bertentangan

dengan Pasal 18 UUPK masih tetap ada, bahkan pelaku usaha menerapkan prinsip ?take it or leave it?

terhadap konsumen atas pencantuman klausula baku tersebut.
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